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ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya untuk menjadikan
hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pajak Kendaraan memiliki peran dalam
porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan. Namun, potensi pemasukan
pajak yang dimiliki Indonesia ini belum dimanfaatkan dengan baik bagi
kesejahteraan bangsa dan Negara. Karena seringnya terjadi tindak pidana
bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak,
fiskus dan pihak ketiga. Sehingga menimbulkan kerugian pendapatan penerimaan
keuangan Negara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris dengan data primer, yaitu melakukan wawancara dengan
responden yang terkait dengan tesis ini dan data sekunder dari kepustakaan. Sifat
penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan keadaan dari obyek
yang diteliti dengan data primer. Lokasi penelitian di UPTB Banyuasin Bapenda
Provinsi Sumsel.

Hasil dari penelitian adalah Proses pelaksanaan penegakan hukum tindak
pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PNS Samsat Kabupaten
Banyuasin di Tahun 2012 dan hambatannya. Penegakan hukum dibidang pajak
kendaraan secara umum dan khusus dibidang pajak belum begitu difungsikan,
karena masih sedikitnya kasus kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan
melalui tahapan penyidikan sampai putusan pengadilan. Dikarena lebih
mengedepankan ultimum remedium. Maka diharapkan penegakan hukum
dibidang pajak kendaraan dapat meningkatkan kepatuhan dan memberi efek jera
kepada pegawai samsat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Samsat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa orde baru sampai saat ini, negara Indonesia masih giat-
giatnya melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai
negara berkembang, agar pembangunan dapat terlaksana, dibutuhkan
pembiayaan yang cukup besar dan pengelolaan dana yang efisien. Salah satu
perolehan dana adalah melalui sektor perpajakan atau dengan kata lain dari
“Pajak” yang dibayar oleh seluruh masyarakat atau wajib pajak. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang ada saat ini adalah dari
rakyat dan untuk rakyat.

Peran pajak bagi negara sungguh sangat penting karena pajak
memberikan pemasukan bagi keuangan dan pendapatan negara yang sangat
besar yang dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebesar 65 persen. Pencapaian penerimaan dari sektor pajak tersebut
ternyata bukan masalah yang mudah karena berbagai faktor dapat menjadi
penghambat antara lain; masalah perekonomian nasional dan internasional,
masalah pelayanan birokrasi perpajakan, masalah kepatuhan dan kesadaran
wajib pajak dalam membayar pajak, dan yang paling parah adalah masalah
mafia dan korupsi pajak baik dari sisi perolehan dan penyetoran uang pajak

ke kas Negara.



Pada praktik perpajakan saat ini, sering terjadi kesalahan-kesalahan
atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum
serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai
perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya
menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

Besarnya kerugian yang dialami oleh negara dalam sektor perpajakan
memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan perekonomian
nasional maupun daerah. Oleh karena itu, kejahatan di bidang perpajakan
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) atau
kejahatan kerah putih (white collar crime) karena umumnya dilakukan oleh
orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di
lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan
profesional.

Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan di bidang perpajakan harus
ditangani secara serius dan dengan cara-cara yang luar biasa pula mengingat
hasil kejahatan ini sangat material dalam konteks pendapatan negara, yang
apabila dibiarkan begitu saja akan dapat mengganggu stabilitas dan

kesinambungan penyelenggaraan negara.*

'Anung Karyadi, “Transparansi Internasional Indonesia,Menyikapi Kasus AAG”, 2010,
(http://mww.google.com), 20 September 2018.



Pajak berkaitan erat dengan penghasilan, termasuk penghasilan hasil
korupsi, sehingga pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman di bidang
perpajakan. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara, pajak juga dapat
memiskinkan pelaku korupsi. Pengenaan sanksi pidana perpajakan bagi
pelaku korupsi dinilai paling ampuh untuk memiskinkan pelaku korupsi.

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana
di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam
penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu
Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang
perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan
pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan
pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku
korupsi.

Djoko Sumaryanto berpendapat, bahwa upaya pengembalian aset yang
dikorupsi oleh para koruptor harus terus dilakukan oleh Pemerintah / Penegak
Hukum dengan alasan:?

a. Dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara
Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam
upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya
kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan

menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis
kemiskinan;

2 Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian 1), Artikel, 15
Januari, 2009, Dimuat dalam Media online Gagasan Hukum.WordPress.Com.



b. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber
pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil
dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi ;

c. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada
pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di
dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna
represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana
korupsi ;

d. Tindak pidana korupsi korupsi sangat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan
nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini
selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan
nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Berkembangnya tindak pidana dibidang perpajakan saat ini,
disebabkan oleh tidak tegasnya aparat penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana di bidang perpajakan. Permasalahan hukum di Indonesia
dewasa ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem peradilan,
perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan
maupun perlindungan hukum. Banyak perkara-perkara yang melibatkan pihak
penguasa maupun oknum-oknum dari aparat penegak hukum. Sehingga pada
saat ini, praktik tindak pidana di bidang perpajakan bukannya semakin
berkurang, tetapi semakin bertambah.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama untuk pendanaan
negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan
administrasi pemerintahan, yang tujuannya untuk kepentingan umum dan

kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran

pajak tersebut terhadap penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang



perpajakan harus dapat dicegah dan diberantas sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku. Secara umum pajak dapat diartikan
sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan,
kekayaan dan keutungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik
yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara
pungutan pajak berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan
perekonomian nasional, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan negara.

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku
seharusnya dapat berjalan dengan baik dalam proses pemungutan pajak.
Namun kenyataannya, dalam pemungutan pajak sering terjadi
penyalahgunakan wewengan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai salah satu contohnya adalah kasus manipulasi pajak hingga
ratusan miliar rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kabupaten
Banyuasin, yang melibatkan PNS UPTB Bapenda Prov.Sumsel Kabupaten
Banyuasin, Dealer dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.® Modus
operandinya dengan menyalahgunakan uang pajak kendaraan baru dari
dealer. Saksi Yusin Onggo selaku Pihak Dealer telah memberikan uang untuk
pembayaran kendaraan baru untuk 54 (lima puluh empat) unit, oleh karena
serangkaian terdakwa I, 1l dan terdakwa Ill, uang tersebut disetorkan ke bank
sesuai prosedur pembayaran pajak sehingga sudah tercetak BPKB, NOTICE,

STNK, dan TNKB. Tetapi terdakwa Ill beserta Terdakwa | dan terdakwa Il

3 Wawancara dengan Kasi Penetapan UPTB Bapenda Banyuasin,.20 September 2018.



telah melakukan kerjasama untuk menghilangkan/menghapus data kendaraan
yang sudah disetorkan sehingga seolah-olah pajak kendaraan tersebut batal
disetor dengan bantuan dari pihak bank yaitu Terdakwa Il. Pembatalan
tersebut dilakukan sebelum posting akhir penginputan data setiap harinya.
Kerjasama mereka tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran
PKB/BBN-KB, PNBP STNK, PNBP TNKB dan SWDKLJJ kepada negara,
namun sampai terlampauinya Tahun Anggaran 2012 negara tidak pernah
menerima setoran dana dimaksud Padahal pihak dealer kendaraan melalui
saksi Yusin Onggo telah memberikan uangnya kepada terdakwa I. Dan ini
pun disadarin oleh Wajib Pajak di tahun kedepannya ketika Wajib Pajak akan
membayar Pajak kendaraannya ternyata kendaraan mereka tidak terdaftar di
Samsat. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebanyak Rp
1.219.341.400,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus empat
puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari
pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik
Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang
terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukper pada
dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan
pengaduan (IDLP) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana
perpajakan dan hukumannya diantaranya diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan
pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU

KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan dan



penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya
vonis.

Karena pidana perpajakan bersifat lentur maka sesuai dengan UU
KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan Pelaku yang
terindikasi melakukan pidana perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum
tahap penuntutan sehingga tidak sampai jatuh vonis pidana perpajakan. Tentu
tujuan adanya ketentuan ini agar Pelaku membayar kerugian sesuai
kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana
perpajakan. Ketentuan yang mengatur pidana perpajakan namun tidak sampai
dihukum dengan sanksi pidana perpajakan diantaranya diatur dalam pasal
13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP. Penerapan pasal 38, pasal 39
dan pasal 39A UU KUP akan berujung pada putusan pengadilan berupa
hukuman kurungan dan denda pidana dalam jumlah tertentu. Proses pidana
perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak,
Kejaksaan dan Pengadilan. Denda pidana yang dikenakan kepada pelaku juga
terbilang tinggi, misalnya denda pidana pasal 38 UU KUP berupa denda
paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP
memberikan kemungkinan kepada pelaku pidana perpajakan untuk melunasi

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta



sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis putusan pengadilan. Artinya
pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan
denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi
administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan pasal
13A dan pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses pasal
44B UU KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan.
Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan
pasal-pasal ini.

Pada tahun 2011, Ditjen Pajak telah menyelesaikan 389 pemeriksaan
bukti permulaan dan 49 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke
penyidikan. Modus pidana perpajakan yang sering terjadi adalah penerbit
faktur pajak bermasalah yang mengacu pada Pasal 39A UU KUP (65%), dan
disusul dengan penggelapan omzet (17%) yang mengacu pada Pasal 39 UU
KUP.

Dalam kaitan dengan memiskinkan pelaku korupsi, Ditjen Pajak perlu
menetapkan kebijakan berkaitan dengan pelaku korupsi secara eksplisit.
Misalnya dengan memasukkan usulan pemeriksaan bukper bagi pelaku
korupsi dalam kebijakan strategis Ditjen Pajak di masa depan. Dalam
penerapannya, Ditjen Pajak perlu mengupayakan penerapan pasal-pasal yang
memungkinkan penyelesaian perkara pidana perpajakan sebelum penuntutan
dan putusan pengadilan. Dengan upaya ini, Ditjen Pajak mendapatkan dua
manfaat. Pertama, efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara, karena tidak

mengulur terlalu lama hingga keluarnya putusan pengadilan. Kedua,



pelunasan utang pajak beserta sanksinya akan masuk dan menambah
penerimaan pajak.

Pemiskinan korupsi dengan menambah beban pajak tentu perlu
didukung. Namun Ditjen Pajak dengan core business-nya, perlu menyusun
upaya terbaik dalam membantu pemiskinan pelaku korupsi. Penerapan
pemeriksaan bukper secara besar-besaran kepada pelaku korupsi dan
menyelesaikannya sebelum penuntutan dan putusan pengadilan adalah upaya
terbaik yang dapat dilakukan. Tentu Ditjen Pajak perlu meningkatkan
integritas dan pengawasan aparatnya, agar prosesnya berjalan dengan
seharusnya. Dan bila pelaku korupsi yang juga pelaku pidana perpajakan
sudah disidik, dan tidak bersedia untuk membayar pajak sesuai kewajibannya,
maka putusan pidana menjadi jalan terakhir sekalipun denda yang diterima
tidak masuk sebagai penerimaan pajak.

Banyak contoh kasus-kasus pajak yang terjadi di UPTB Bapenda Provinsi

Sumatera Selatan. Adapun kasus-kasusnya sebagai berikut :

Kasus Pengelapan/Penyalahgunaan Dana
Pajak

1 | Devi Meliasari Penyalahgunakan uang wajib pajak di UPTB
Bapenda Prov. Sumsel Kota palembang,
pajak kendaraan wajib pajak tidak
disetorkan tetapi dipakai untuk kepentingan
pribadi.

2 [ Barmin Joni Penyalahgunaan Pajak Kendaraan baru
Showroom. Pajak kendaraan bermotor untuk
kendaraan baru “Kawasaki” tidak disetorkan
pada Samsat.

3 [ Muhammad Firdaus Pengunaan dana Wajib Pajak, uang pajak
tidak disetorkan, sehingga pajak kendaraan
wajib pajak tertunggak.

No Nama Pelaku
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Dapat dipahami bahwa kejahatan dibidang perpajakan harus ditangani
secara serius, mengingat kerugian yang dicapai oleh negara mencapai
triliunan rupiah dan apabila hal ini dibiarkan begitu saja, akan mengganggu
stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Dengan demikian,
dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan dibutuhkan
penegasan dalam menerapkan aturan perundang-undangan serta putusannya
sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Berdasarkan hal tersebut,
maka penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam penulisan tesis
ini, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH
PEGAWAI SAMSAT BANYUASIN DI PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA WILAYAH PALEMBANG (Studi Kasus

Putusan No.29/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)”.

Permasalahan

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan Tesis ini terdapat 2 (dua)

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak
Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Plg ?

2. Apa kendala dalam Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak

Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana
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Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Plg ?

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih spesifik tentang
masalah Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan
Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PIg.
Yang atas nama Hadi Ismanto Bin Dahirul dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak
Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor
29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

2. Menganalisis kendala-kendala dalam Penegakan hukum terhadap
Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang

dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis dalam pelaksanaan pendidikan

ilmu hukum, maupun secara praktis dalam rangka pengamalan ilmu

hukum :

a. Teoritis
Sebagai upaya pengembangan dan pendalaman penguasaan ilmu
pengetahuan hukum serta kemampuan menulis karya ilmiah bidang
hukum, guna meningkatkan Skill and Profesional bagi para lulusan
setelah menyelesaikan pendidikan hukum.

b. Praktis
Memberikan sumbangsih untuk kepentingan masyarakat, pemerintah
maupun bagi pejabat/aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)
sebagai bahan pengembangan pedoman serta masukan dalam

menyelesaikan kasus tindak pidana Penyalahgunaan dana pajak.

E. Kerangka Pustaka
1. Kerangka Teoritis
Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstrak dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya
bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial

yang dianggap relevan oleh peneliti ( Soerjono Soekanto, 1986:125) . *

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.8.
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1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan
ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya
upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat
menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang
melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi

3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini
tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi
secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup
aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi
hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat
penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup
yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan
hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,
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dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan
actual enforcement °.

Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum
(Law Enforcement) diartikan sebagai berikut :

Sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai
hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah
pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa
yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan
segenap karekteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan
yang dikehendaki oleh hukum. Pandangan Satjipto ini
didasarkan kepada pengamatan bahwa manusia yang
menjalankan hukum merupakan setrum penegakan hukum juga
dipegaruhi oleh fasilitas yang mendukung kegiatan itu. Jika
dimensi manusia diabaikan dalam penegakan hukum maka
proses tersebut tidak akan berjalan baik, kecuali
menghadirkan penegakan hukum yang bersifat mekanistik.
Dari sudut pandangan manusia, maka akan melahirkan
penegakan hukum vyang unik. Sehingga menyebabkan
penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak
hukum di bandingksn dengan penegak hukum yang llain, di
situ menurut Satjipto, peranan manusia perlu dianalisis
sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang usaha
mewujudkan ide hukum agar menjadi kenyataan.®

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa
penegakan hukum merupakan Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.

5 Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta. 2008, him. 32
6 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Gentya
Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.12.
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Menurut Soerjono, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari

faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:

1.

2.

Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang

Faktor penegakan hukum yakni fihak-fihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasayang
didasarkan : kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.’

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto lebih

lanjut menyatakan bahwa :

”Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia
kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian law
enforcement begitu populer. Selain itu ada kecendrungan yang
kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan
keputusan-keputusan hakim.”

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3

dimensi:

1.

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative
system) vyaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang
menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi
pidana.

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif
(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai
aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan
diatas.

" Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit
Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.5.
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3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social
system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana
harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada
dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut
Soerjono Soekanto adalah :®

1.  Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan
suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum
merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya
berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan
hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace
maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya
merupakan proses penyerasian.

2.  Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau
kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting,
kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,
ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak
hukum.

3.  Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau
fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat
keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada
hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal
polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya
adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak
pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada
jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap
belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa
tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

81bid, hal.14
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4.  Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap
warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

5.  Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari,
orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan
menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar
bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang
lain.

Pendapat Soerjono Soekanto di atas, relevan dengan pengertian
hukum menurut versi Indonesia tidak cukup hanya hukum tertulis akan
tetapi kebiasaan, adat istiadat maupun norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat. Sehingga membicarakan penegakan hukum hanya
menunjuk kepada penerapan undang-undang akan menyempitkan
permasalahan hukum yang sesungguhnya teramat konteks yang lebih
luas, dengan demikian maka penegakan hukum tidak lain dari
penegakan nilai-nilai yang di anggap penting di dalam masyarakat.
Sejalan dengan pandangan itu, Soerjono soekanto juga menyatakan
bahwa membicarakan masalah penegakan hukum, disini tidak
dibicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh

aparatur penegakan hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam

penegakan hukum.
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Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks, tidak
hanya berbicara undang-undang saja, namun membicarakan segala
sesuatu yang relevan seperti manusia dengan berbagai dimensi
kehidupannya, sarana dan fasilitas pendukung, termasuk juga
komponen sikap-sikap manusia terhadap hukum atau budaya hukum.
Kalau peraturan perundang-undangan merupakan aspek substansi
hukum, sarana, fasilitas, prosedur mekanisme, batas-batas kewenangan
merupakan struktur hukum maka aspek budaya hukum menjadi lebih
kompleks lagi, mencakup budaya hukum internal dalam insprastruktur
dan budaya hukum eksternal sebagai suprastrukturnya.

Guna mencapai efektivitas penegakan hukum salah satu aspek
penting  penegakan  hukum adalah  proses  pembudayaan,
pemasyarakatan, dan pendidikan hukum. Menurut Jimly, tanpa
didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para
subyek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat
diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu agenda pembudayaan,
pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan
tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan.
Beberapa faktor yang terkait dengan masalah ini adalah:

a) Pembangunan dan pengelolaan sistem dan insfrastruktur informasi
hukum yang berbasis teknologi informasi

b) Peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum

¢) Pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum, dan
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d) Pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang
hukum.

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks
menyangkut manusia, sumber daya, fasilitas, kebudayaan untuk
mewujudkan ide tentang keadilan menjadi kenyataan baik dilakukan di
dalam atau diluar pengadilan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh
masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk
adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa
yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih
dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.®
Roeslan Saleh mengatakan bahwa: *°

“Pertanggungjawaban pidana  adalah sesuatu yang

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang
melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat
bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang
telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya

tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas

tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum

°® Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru,
Jakarta, 1990, him 80
19 1bid. him. 75
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serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum
untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan
bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung
jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal
dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan
hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia
mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu
memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.
Perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban

pidana:

1. Dasar adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas,

2. Dasar dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas

Kesalahan.”

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
1. Perbuatan
2. melawan hukum
3. dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan : kesengajaan
(dolus) & kealpaan (culpa))

4. patut dipidana
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Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa
pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus
memenuhi unsur, yaitu:!*

1)  Mampu bertanggung hawab

2)  Mempunyai kesengajaan atau kealpaan

3) Tidak adanya alasan pemaaf

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu:
1) Kemampuan bertanggung jawab

bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang
baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan
hukum; (faktor akal)

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut
keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor
perasaan/kehendak)

2) Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa)

a. Kesengajaan (dolus)

3

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”,
yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau

membayangkan.

11 Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. BPHN,
Jakarta, 1984, him 22
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1. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-
undang.

2. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan,
manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat
karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan
atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja”
apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan
dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu
tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan

bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3
(tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:*?

1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), Dalam VOS,

definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat
menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika
pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat
perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan

pernah mengetahui perbuatannya.

him.15

2 Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafrika. Jakarta, 2005
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2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat
tercapai, sebelumnya harus dilakuakan suatu perbuatan lain yang
berupa pelanggaran juga.

3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan
besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping

pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar
larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan
itu. la alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut.
jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan
sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan
yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno
mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak
mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oeh
hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana
diharuskan oleh hukum.

Leden Marpaung menjelakan bahwa pada umumnya,
kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:*

a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) Kealpaan yang
disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau

13 1bid. hIm. 26.
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memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang
menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk
mencegah supaya tidak timbul akibat.

b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) Kealpaan
yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya
suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia
dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu
akibat tersebut.

Adapun bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut
berat ringannya, yang terdiri dari :

1. Kealpaan berat (culpa lata) Kealpaan berta dalam bahasa
belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para
ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam
’kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal : 188, 359, 360
KUHP

2. Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai (lichte
schuld), para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis
kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat
terlihat didalam hal pelanggaran Buku 111 KUHP

3) Alasan penghapus pidana
Terdapat 2 (dua) alasan :
1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang
terletak pada diri orang itu, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang

terletak di luar orang itu.

lImu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan
lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan

antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat.
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Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau
pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus
pidana, yaitu :

1. Alasan pembenar
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan
delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat
melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan

2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan
Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti
bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak
dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat
melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan

kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. Defenisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti
yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian
empiris maupun normatif. Adapun hal-hal yang berkaitan terhadap definisi
konseptual dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:
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1. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan
konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.*

2. Penyalahgunaan Jabatan oleh Pegawai Negeri menurut Pasal 423 KUHP
ialah mengandung unsur-unsur sebagai Pegawai Negeri, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum dan
menyalahgunakan  kekuasaan,  sewenang-wenang  menggerakkan
kekuasaan dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu,
untuk membayar dan menerima pembayaran dan untuk mengerjakan
sesuatu.’®

3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah kewajiban finansial atau retribusi yang
dikenakan terhadap wajib pajak (Pribadi atau Badan) oleh Negara atau
institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk
membiayai berbagai macam pengeluaran publik yang memiliki kendaraan
bermotor.*®

4. Pegawai Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah orang
menjual jasa dimana mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan
pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai dengan
perjanjian, yang bekerja dalam satu atap yang terdiri dari Dirlantas Polda,
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bank Daerah dan PT. Jasa

Raharja.t’

14 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty hal 32

15 Situmorang M. Victor, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, PT. Rineka
Cipta,Cet 2, 1994, hal 61-62.

16 Charles E. McLure, Jr. "Taxation". Britannica. Diakses tanggal 3 March 2015.

1 https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/pengertian-samsat-e-samsat-
dan-cara-bayar-pajak.html.


https://id.wikipedia.org/wiki/Badan
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/584578/taxation
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Britannica&action=edit&redlink=1
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5. Pengadilan Tipikor adalah Pengadilan Khusus yang berada di
lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan

Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.*®

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi.’® Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang
digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian
a. Jenis penelitian penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis
normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer,
yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait
dengan pokok bahasan dalam tesis ini dan data sekunder yang berasal
dari penelitian kepustakaan tentang persoalan-persoalan yang
menyangkut tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang

menimbulkan kerugian keuangan negara.

18 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi “UU Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”./2018/09

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Ed.1 Cetakan ke-7
(tujuh), 2011, hal.35.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Khusus
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf
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b Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis yang mendeskripsikan dan
menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti dengan mendasarkan pada

data primer sebagai data utamanya.

2. Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian normatif atau penelitian
hukum kepustakaan,® dengan mempergunakan data sekunder yang
mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. %
1. Sumber bahan hukum tersebut yaitu :
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para
ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian
ini.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait
dengan pembatasan pemberlakuan undang-undang yaitu berasal
dari penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel,

internet dan pendapat para ahli.

20 Seerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif” Suatu Tinjauan
Simgkat”, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1985,hlm 15
2L 1bid, him 33.
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c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini
meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus

bahasa Inggris-Indonesia.

2. Jenis Pengolahan Data
Jenis Pengolahan Data dan Analisis data dalam penulisan tesis ini

adalah kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan)
Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas
dalam perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji
secara mendalam tentang analisis yuridis normatif terhadap pelaku
tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian
keuangan negara

b. Case Aproach (Pendekatan Kasus)
Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio
decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
sampai pada putusannya. dapat diketemukan dengan memperhatikan
fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang

menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.



30

c. Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang
didalam ilmu hukum, untuk dipakai sebagai sandaran bagi penulis
untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam kaitan dengan
menelaah konsep-konsep tentang analisis yuridis normatif terhadap
pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian

keuangan negara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan cara pengumpulan data sekunder

melalui studi pustaka dan studi dokumen.??

a. Studi Pustaka
Pengumpulan data bahan hukum yang dibuat dengan menggunakan
indeks yang diperlukan seperti daftar isi, perundang-undangan, daftar
isi buku, dan daftar alfabetis, kamus, ensiklopedia.

b. Studi Dokumen
Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen,?® berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di
Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan hasil audit BPK-RI
perwakilan Sumsel, Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri serta

buku-buku tentang pendapat, teori hukum-hukum serta lainnya.

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986) hal.66.
23 Nusa putra dan Hendarman, “Metodologi Penelitian Kebijakan”. (Bandung : Rosda,
2012),him.101.
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5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode
analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian
dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan
relevensinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun
sistematis dan dikaji dengan metode berpikir deduktif untuk menjawab
permasalahan yang diajukan.

Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang
menghasilkan data eskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh
narasumber secara tertulis atau lisan. Data yang sudah disusun dilaporkan
dengan apa adanya dan dianalisis kemudian diambil sebuah kesimpulan

yang logis.

G. Sistematika Penelitian
Rencana penulisan tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam

Empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis
dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab Il: Tinjauan Pustaka
Bab ini membahas tentang Pengertian Penegakan hukum

pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian



Bab

Bab
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Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak
Pidana Korupsi, Pengertian Pajak Kendaraan, Tinjauan Tindak
Pidana Korupsi.

Pembahasan Masalah

Bab ini  Menganalisis Penegakan  hukum terhadap
Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai
Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah
Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
dan Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap
Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai
Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah
Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Penutup

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran
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